BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA UNA

NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA UNA,

bahwa petani merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang
mempunyai peran penting dalam memenuhi kebutuhan
bahan makanan demi keberlangsungan kehidupan
masyarakat;

bahwa usaha petani dibidang tanaman pangan, holtikultura,

perkebunan dan Peternakan kerapkali mengalami persoalan

mengenai perubahan iklim, resiko usaha, globalisasi, gejolak
usaha dan kondisi pasar yang tidak menentu yang berdampak
pada keséjahtéraan petani seéhingga sangat peérlu dilakiikan
upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani;
bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian
hukum dalam perlindungan dan pemberdayaan petani, maka
diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan perlindungan
dan pemberdayaan petani;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan buruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 174,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4342);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660};

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan

dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/
OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani
dan Gabungan Kelompok Tani;
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN:

Menectapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

11.

12.

Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam
menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana
produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi
biaya tinggi dan perubahan iklim.

Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan
Petani untuk melakukan usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan
pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana
pemasaran hasil Pertanian, jaminan luasan lahan pertanian, dan informasi
serta penguatan Kelembagaan Petani.

Petani adalah warga mnegara Indonesia perseorangan dan/atau beserta
keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan,
holtikultura, perkebunan dan/atau peternakan.

Pertanian adalah adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan
bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan
Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, dan/
atan perkebunan dalam suatu agroekosistem.

Balai Penyuluhan pertanian adalah balai penyuluhan yang membidangi
petanian, holtikultura, perkebunan dan/atau peternakan di Kabupaten Tojo
Una Una.

Pelaku usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi
pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang
pértanian.

Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh
dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan
petani/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan
kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan
keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah
kumpulan beberapa kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk
meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

Lembaga Penyuluhan yang selanjutnya disebut lembaga penyuluh adalah
lembaga yang dibéntuk oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan
kepentingan pembangunan pertanian, perkebunan dan peternakan

Penyuluh Pertanian, Perkebunan dan Peternakan yang selanjutnya disebut
penyuluh adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan
kegiatan penyuluhan.

Daerah adalah Kabupaten Tojo Una Una.
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13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

14. Bupati adalah Bupati Tojo Una Una.

15. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una Una.

16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemeriiitahan yarig imiéiijadi kewehangar daerah.

BAB Il
PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 2

(1) Perlindungan petani diberikan kepada:
a. petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan
menggarap paling luas 2 (dua) hektar;
b. petdni yang memiliki lahan daii miélakukan usdha budi daya tandimdi
pertanian atau perkebunan pada lahan paling luas 2 (dua) hektar; atau
_ ¢. Petani holtikultura, pekebun dan peternak skala usaha kecil;
(2) Ketentuan lebih lan_]ut mengenai skala usaha kecil sebagalmana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penyediaan Prasarana Pertanian Dan Sarana Produksi Pertanian

Pragraf 1
Prasarana Pertanian

Pasal 3

Pemerintah Daerah bertanggungjawab membuat dan/atau memelihara jalan usaha
tani; dan/atau jalan produksi.

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertangglmgiawab membangun, mengembangi{an, atau
memelihara jaringan irigasi pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000
(seribu) hektar dalam satu desa.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi atau menyiapkan dukungan anggaran
untuk membangun jaringan listrik bagi rumah petani, penerangan jalan usaha, dan
jalan produksi.

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab membangun atau menyiapkan gudang
untuk menampung atau menyimpan hasil usaha petani.

(2) Pembangunan atau penyiapan gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan pada setiap kawasan/sentra produksi atau pada tempat
tertentu yang menampung hasil produksi petani dari beberapa kawasan/sentra

produksi.
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Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah dapat membangun atau menyediakan pasar khusus tempat
pemasaran hasil produksi pertanian, dan perkebunan.

(2) Pembangunan atau penyediaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan pada setiap kecamatan.

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan kendaraan pengangkut
hasil pertanian atau perkebunan.

(2) Kendaraan pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
mengangkut hasil pertanian atau perkebunan dari pusat-pusat produksi ke
gudang penamplingah atau ke pasar tempat pemasaraii.

(3) Penyediaan kendaraan penganglkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

__ disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah. ) o

(4) Ketentuan mengenai tata cara pemanfaatan kendaraan pengangkut hasil
pertanian dan perkebunan diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 9
Petani berkewajiban memelihara prasarana pertanian yang telah ada.

Pragraf 2
Sarana produksi pertanian

Pasal 10

(1) Pemerintah daerah bertanggungjawab menyediakan benih, bibit tanaman
pertanian dan perkebunan.

(2) Pemerintah daerah dapat menyediakan pupuk dan pestisida.

(3) Penyediaan benih, bibit tanaman pertanian dan perkebunan, pupuk dan
pestisida bagi petani/pekebun tidak dipungut biaya.

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan alat dan mesin pertanian.

(2) Alat dan mesin pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dapat diberikan
kepada kelompok tani.

(3) Pemberian alat dan mesin pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bersifat bantuan.

Pasal 12

(1) Dalam menyediakan benih, bibit tanaman, pupuk, pestisida serta alat dan
mesin pertanian harus memperhatikan standar mutu yang berlaku.

(2) Penyediaan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Ganti Rugi Gagal Panen

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat
kejadian luar biasa.
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(2) Pemberian bantuan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan penghitungan kerugian dengan cara:
a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanaman yang rusak;
b. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan
¢; menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.

(3) Ketentuan lebih lanjut menenai tata cara penghitungan dan besaran ganti rugi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Bupati.

Bagian Keempat
Peringatan Pini Pan Penanganan Dampak Perubahan Iklim

Pasal 14
Pemerinitah Daerah memibangun sisterii peringatan diiii daii péiiatigaiiah dampak
perubahan iklim untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam.

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan prakiraan iklim untuk mengantisipasi
terjadinya gagal panen.
(2) Pemerintah Daerah wajib mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan
melakukan:
d. péramalan serangan organismé pengganggu tumbuhan, serangan hama,
dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan
b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan serangan
organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama dan/atau wabah
penyakit hewan menular.

Bagian Kelima
Asuransi Pertanian

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah wajib melindungi usaha tani dalam bentuk Asuransi
Pertanian.

(2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:

serangan organisme penggangeu tumbuhan,;

serangan hama penyakit tanaman;

wabah penyakit hewan menular;

dampak perubahan iklim; dan/atau

jenis risiko-risiko lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

e e o p

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara
dan/atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan
Asuransi Pertanian.

(2) Pelaksanaan Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Petani menjadi peserta Asuransi
Pertanian.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
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b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;

c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi;
dan/atau

d. bantuan pembayaran premi.

BAB III
PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu
Pendidikan Dan Pelatihan

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan
pendidikan dan pelatihan kepada petani, pekebun dan peternak.

(2) Bentuk pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara
lain berupa:
a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
b. pemberian beasiswa bagi Petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang

Pertanian; atau

C. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.
pend1d1kan dan pelauhan serta memenuhl kriteria berhak memperoleh bantuan
modal dari Pemerintah Daerah.

(4) Ketentuan mengenai kriteria yang berhak memperoléh bantuan modal dari
Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan
petani melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.

(2) Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat
melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan petani sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.

(4) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi petani sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) untuk memperoleh sertifikat kompetensi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,
serta sertifikasi kompetensi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21
(1) Pelaku usaha yang bergerak dibidang pertanian, perkebunan dan peternakan
dapat menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal, serta pelatihan dan
pemagangan kepada petani.
(2) Seluruh biaya dalam penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal, serta
pelatihan dan pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan
atau menjadi tanggungan pelaku usaha.

Bagian Kedua
Penyuluhan Dan Pendampingan

Pasal 22

{1} Pemerintah Daerah memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada
petani, pekebun dan peternak.

(2) Pemberian fasilitas penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa
pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan tenaga penyuluh.
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Pasal 23
(1) Lembaga penyuluhan sebdgaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dibentuk
oleh Pemerintah Daerah.
(2) Penyediaan penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1
(satu) orang Penyuluh dalam 1 (satu) desa.

(3) Setiap penyuluh dilengkapi dengan sarana pendukung kegiatan penyuluhan
dan alat peraga.

Pasal 24

(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) dapat dilakukan oleh
penyuluh.

(2) Penyuluhan dan pendampingan dilakukan antara lain agar Petani dapat
melakukan :
a. tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik;
b. analisis kelayakan usaha; dan
c. kemitraan dengan Pelaku Usaha.

(3) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan peruridang-unidarngan.

Bagian Ketiga
Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan petani melalui pengembangan
sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian.
(2) Upaya pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
cara:
a. membangun atau menyediakan pasar hasil pertanian, perkebunan dan
peternakan beserta fasilitas pendukungnya;
b. memberi dukungan penuh untuk mengembangkan pasar hasil pertanian yang
dikelola oleh kelompok tani atau gabungan kelompok tani atau koperasi;
c. miéngémbarigkan pola kémitraan usaha tani yang saling meénguntungkan; dan
d. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil pertanian.
{3) Menyediakan informasi pasar secara terus menerus atau berkala.

Pasal 26

Petani, kelompok tani atau gabungan kelompok tani dapat melakukan kemitraan
usaha dengan pelaku usaha dalam memasarkan hasil pertanian dengan prinsip
saling menguntungkan.

Bagian Keempat
Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 27

{1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan lahan pertanian kepada petani
penggarap paling luas 2 (dua) hektar.

(2) Petani penggarap yang berhak mendapatkan lahan pertanian yaitu yang telah
melakukan usaha tani paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut.

(3) Penyediaan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari
tanah atau lahan bebas yang berada dalam penguasaan negara;
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Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah memberi kemudahan kepada petani penggarap sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dalam memperoleh lahan pertanian.

(2) Pemberian lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
dilaksanakan dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan atau
izin pemanfaatan.

Pasal 29
Pemberian lahan pertanian kepada petani penggarap sebaga_lmana dimaksud dalam

berdasarkan Rencana Tata Ruang W11ayah dan/ atau Rencana Detail Tata F Ruang
Wilayah dan/atau Zonasi.

Bagian Kelima
Fasilitas Pembiayaan Pan Permedalan

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan
kepada petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b,
dan huruf c.

(2) Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan :

Pertaman dan
b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani.

(3) Pemberian pinjaman modal atau bantuan pénguatan modal kepada petani
diselenggarakan melalui Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi atau
Perangkat Daerah lainnya.

Bagian Keenam
Kelembagaan Petani

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya
kelembagaan petani.

(2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai dan kearifan lokal petani.

Pasal 32
(1) Bentuk Keiemioagaan Petani terdiri dari:
a. Poktan;
b. Gapoktan;

c. asosiasi petani; dan
d. kelompok ekonomi petani

(2) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada
setiap desa dan/atau kecamatan.

(3) Jumlah kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada
setiap wilayah bitidaari, maksitial 16 (€nam belas) Kelompok Petarii.

(4) Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan menyusun ketentuan teknis
tentang prosedur dan persyaratan pembentukan kelompok, gabungan kelompok
dan/atau asosiasi Petani.
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BAB IV
LARANGAN

Pasal 33

Sétiap ofang dilarang Hielakiikan peényuhihiaf yanig tidak sesuadi defigan matéri
penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah, kecuali yang bersumber dari pengetahuan tradisional.

Pasal 34

merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan daerah.

Pasal 35

Setiap petani dilarang menjual atau menggadaikan lahan pertanian yang disediakan
oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud Pasal 27.

Pasal 36

§etiap petani ciiiarang m‘enggunakan bantuan pembiayaan atau permodaian selain
untuk kepentingan usaha tani.

BABV
PENYIDIKAN

Pasal 37

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap
pelanggaran peraturan daerah ini.

(2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berweriatig:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak

. pidana pelanggaran; : _ . . .

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan
melakukan pemeriksaan;

. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa identitas diri seseorang;

. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;

. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi;

Ra e e e

pemeriksaan pelanggaran; dan

g. melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik
bahwa tidak terdapat bukti atau péristiwa térsebut bukan mérupakat tindak
pidana.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38
Setiap orang yang melakukan penyuluhan yang tidak sesuai dengan materi
penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
Daéfdh seébagaimatia dimaksud dalam Pasal 33 dipiddfida deéngarn pidana penjara
paling lama 2 (dua} tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh
juta rupiah).

Pasal 39

Setiap orang dan pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 34 dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
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Pasal 40

Setiap orang dan peiaicu usaha yang meianggar ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling
banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran DPaerah Kabupaten Tojo Una
Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal |8 e 2017

BUPATI TOJO UNA-UNA,

A~

MOHAMMAD LAHAY

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI SULAWESI
TENGAH : 19,04/2017.
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA UNA
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Sila kelima Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, secara jelas menyatakan bahwa keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indenesia menjadi salah satu dasar filosofi pembangunan
bangsa, sehingga setiap warga Negara Indonesia, berhak atas kesejahteraan. Oleh
karena itu, setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan
kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk imeningksatkan
kesejahteraan, khususnya di bidang pertanian.

Salah satu tujuan pembangunan pertanian diarahkan untuk
meningkatkan sebesar-besar kesejahteraan Petani. Selama ini Petani telah
memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan pertanian dan
pembangunan ekonomi perdesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan
pertanian perlu diberi perlindungan dan pemberdayaan untuk mendukung
pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang guna
mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan
secara berkelanjutan. )

Gagasan dan kebijakan untuk mencegah keterpurukan Petani di bidang
pertanian dan perkebunan menjadi penting untuk dilakukan karena produksi
bahaii makafiafi yang dihasilkan oléh pétani merupakan kebutuhan dasar
manusia schingga sangat terkait dengan kepentingan hajat hidup dan
kelangsungan hidup orang banyak tak terkecuali siapapun juga.

Petani dikonsepsikan secara yuridis sebagai warga negara Indonesia
perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di
bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Petani
merupakan salah satu subjek terpenting dalam semesta profesi kehidupan warga
negara Indonesia, karena petani hadir untuk senantiasa bekerja serta berusaha
dalam rangka memberi kebaikan bagi kehidupan seluruh warga negara dengan
menyiapkan berbagai bahan-bahan kebutuhan dasar berupa bahan makanan.

Pelaku utama pembangunan Pertanian adalah para Petani, yang pada
umumnya berusaha dengan skala kecil, yaitu rata-rata luas Usaha Tani kurang
dari 0,5 hektare, dan bahkan sebagian dari Petani tidak memiliki sendiri lahan
Usaha Tani atau disebut Petani penggarap, bahkan juga buruh tani. Petani pada
umumnya mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi,
pembiayaan Usaha Tani, dan akses pasar.

Selain itu, Petani dihadapkan pada kecenderungan terjadinya perubahan
iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risike usaha; globalisasi dan
gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani.
Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melindungi dan sekaligus
memberdayakan Petani. '

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi perencanaan,
Perlindungan Petani, PemberdayaanPetani, pembiayaan dan pendanaan,
pengawasan, dan peran serta masyarakat, yang diselenggarakan berdasarkan
asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan,
kéterbukaan, efisiensi-berkeadilan, dan berkelanjutan.
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Selain kebijakan Perlindungan terhadap Petani, upaya Pemberdayaan juga
memiliki peran penting untuk mencapai kesejahteraan Petani yang lebih baik.
Pemberdayaan dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir
Petani, meningkatkan usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan
Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi dalam
berusaha Tani. Beberapa kegiatan yang diharapkan mampu menstimulasi Petani
agar lebih berdaya, antara lain, berupa pendidikan dan pelatihan, penyuluhan
dan pendampingan, pengetnbangan sistim ddii sarana pemasaran  hasil
Pertanian, pengutamaan hasil Pertanian dalam negeri untuk memenuhi
kebutuhan pangan nasional, konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian,
penyediaan fasilitas pemblayaan dan permodalan, kemudahan akses ilmu
pengetahuan, teknologi, dan informasi dan penguatan Kelembagaan Petani.

Sasaran Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah Petani terutama
kepada Petani penggarap paling luas 2 (dua) hektare (tidak mempunyai lahan
yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan Usaha Tani), Petani yang
mempunyai lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada luas
lahan paling luas 2 (dua) hectare, Petani hortikultura, pekebun atau peternak
skala usaha kecil sesuai dengan kétentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Culkup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas:
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Ciikup jelas



Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28

Cukup jélas
Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas:

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35
Ciiku ip jelas
Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas
Pasal 38

Cukup jelas
Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas
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